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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan usaha Waralaba 

dan kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dan kemitraan usaha 

anatar Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah, 

serta meningkatkan kemudahan berusaha di bidang usaha Waralaba, 

perlu mengatur Kembali serta menyederhanakan ketentuan 

mengenai Waralaba; 

  - bahwa Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan 

Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas 

Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba, telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 

masyarakat; 

  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba; 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : 

   UU No. 5Tahun 1999, UU No. 20 Th. 2008, UU No. 7 Th. 2014, UU 

No. 23 Tahun 2014,  PP No. 42 Th. 2007, PP No. 24 Th. 2018, 

Perpres No. 48 Th. 2015, Permendag No. 77 Th. 2018; 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : 

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan 

ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau 

jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan 

dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian 

Waralaba; 

2. Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan 

atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan 

usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri 

khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan 

dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang 

merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba; 

3. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima 

Waralaba; 

4. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk 



memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki 

Pemberi Waralaba; 

5. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang 

diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima 

Waralaba Lanjutan; 

6. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba 

Lanjutan untuk memanfaatkan and/atau menggunakan 

Waralaba; 

7. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis 

dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang 

identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, 

lapporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima 

Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Warlaba dan Penerima 

Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi 

Waralaba; 

8. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi 

Waralaba dengn Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba 

Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan; 

9. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau 

huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan 

gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba dan Penerima 

Waralaba; 

10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat 

STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran 

Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba 

Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi 

Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang 

diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang 

ditentukan dalam Peraturan ini; 

11. Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission yang selanjutnta disingkta OSS adalah 

perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk 

dan atas nama memnteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi; 

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya 

disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal; 

13. Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki Ciri Khas Usaha; 

b. terbukti sudah memberikan keuntungan; 



c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa 

yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; 

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; 

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan  

f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.  

14. Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan 

istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan 

usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud diatas; 

15. Penyelenggara Waralaba terdiri atas: 

a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;  

b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri; 

c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar 
negeri; 

d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam 
negeri; 

e. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri; 

f. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri; 

g. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar 
negeri; dan 

h. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam 
negeri. 

16. Dalam penyelenggaraan Waalaba, Pemberi Waralaba 

mengutamakan pengolahan bahan baku  di dalam negeri; 

17. Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh 

Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh 

Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase 

Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor 

Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; 

18. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima 

Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki 

Surat Tanda Pendaftaran (STPW). STPW diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau 

Bupati/Walikita; 

19. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima 

Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib 

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Lembaga OSS 

melalui Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi apabila 

sudah tidak menjalankan kegiatan usaha Waralaba; 

20. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 



(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 859) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1343); 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-

DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha 

Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1149); 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-

DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan 

dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan 

Minuman (Berita Negara Reblik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan 

Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1344); 

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-
DAG/PER/9/2013 tentang Logo Waralaba (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 

pada tanggal 3  September 2019  . 

 


